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Judul    : Penerapan Non-Competition Clause dalam Perjanjian Kerja Ditinjau dari Aspek 

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja di Indonesia (Studi Kasus Putusan 

Nomor: 2961 K/Pdt/2019) 

ABSTRAK 
Penelitian ini dilatarbelakangi perdebatan dalam menilai keabsahan pencantuman Non-

Competition Clause dalam perjanjian kerja. Pencantuman klausul ini dianggap membatasi 

hak pekerja sedangkan bagi perusahaan sebagai cara untuk melindungi rahasia perusahaan. 

Contoh kasus di Indonesia adalah Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2961 

K/Pdt/2019, PT Martina Berto menggugat mantan karyawannya Tiara Pradyata 

Adikusumah atas wanprestasi karena telah bergabung dengan perusahaan yang bergerak 

dibidang usaha sejenis serta memproduksi produk yang serupa. Adapun tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam penerapan Non-

Competition Clause berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2961 K/Pdt/2019 serta bentuk 

perlindungan hukum bagi pekerja akibat dari pencantuman Non-Competition Clause dalam 

perjanjian kerja. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan 

menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pencantuman Non-Competition Clause dalam perjanjian kerahasian 

karyawan keberlakuannya mengikat karena merupakan kesepakatan bersama. Adapun 

perlindungan hukum bagi pekerja apabila merasa dirugikan akibat pencantuman Non-

Competition Clause mencakup dua cara yaitu Perlindungan Hukum Preventif dan Represif. 

Perlindungan hukum preventif diperlukan regulasi yang mengatur mengenai pencantuman 

Non-Competition Clause dalam perjanjian kerja, sedangkan perlindungan hukum represif 

dapat dilakukan pekerja yaitu megajukan permohonan penetapan pembatalan perjanjian, 

mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Hubungan Industrial serta 

dapat melapor ke dinas ketenagakerjaan. 

 

Kata Kunci: Non-Competition Clause, Perjanjian Kerja, Perlindungan Hukum bagi 

Pekerja. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tenaga kerja merupakan setiap orang yang cakap secara usia dan mampu 

atau dapat memproduksi barang atau jasa untuk menunjang kebutuhan 

masyarakat, tenaga kerja merupakan faktor penting dalam pertumbuhan 

ekonomi dan pembangunan nasional.1  Sesuai dengan peranan serta posisi tenaga 

kerja maka diperlukan pembangunan dibidang ketenagakerjaan untuk 

meningkatkan kualitas tenaga kerja serta partisipasi mereka dalam 

pembangunan, sekaligus meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja sesuai 

dengan nilai-nilai cita bangsa yang dianut dalam dasar negara Indonesia. 

Jika membahas mengenai tenaga kerja akan selalu dikaitkan dengan 

hubungan kerja, hubungan kerja adalah aktivitas pengerahan sumber daya 

manusia secara berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu secara konsisten 

untuk kepentingan pihak yang memberi perintah, yaitu pemberi kerja sesuai 

dengan perjanjian kerja yang telah disepakati bersama. Hubungan kerja bersifat 

abstrak, sementara kontrak kerja bersifat konkret dan nyata. Kontrak kerja 

menciptakan keterikatan. Dengan kata lain, hubungan kerja adalah ikatan yang 

terbentuk sebagai hasil dari kontrak kerja. Dengan demikian, hubungan kerja 

merupakan implementasi dari perjanjian kerja yang dibuat antara pekerja dan 

pemberi kerja, dimana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban 

tertentu yang harus dipatuhi satu sama lain.2 

 
1 Arliman Laurensius, “Perkembangan Dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan di 

Indonesia”. Jurnal Selat, Vol.5 Nomor 1 Tahun 2017,  https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article, 

hlm. 1. 
2  Lanny Ramli. Hukum ketenagakerjaan. Surabaya, Airlangga University Press, 2020, hlm. 

2-4. 

https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article


2 

 

 

Pengaturan mengenai perjanjian kerja terdapat pada Pasal 1601a  

KUHPerdata “Perjanjian kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, 

yaitu buruh mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, 

yaitu, majikan dengan upah selama waktu tertentu”.  Syarat sahnya suatu 

perjanjian kerja tidak terlepas dari ketentuan syarat sahnya perjanjian yang 

terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu : 

a. Sepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

c. Suatu pokok persoalan tertentu; 

d. Suatu sebab yang tidak dilarang. 

Yang dimaksud sepakat artinya antara pihak pemberi kerja maupun pekerja 

telah menyetujui hak dan kewajiban masing-masing tanpa ada paksaan, 

kekhilafan maupun penipuan, kecakapan berarti pihak-pihak yang terikat antara 

pemberi kerja dan penerima kerja haruslah cakap sesuai dengan yang diatur 

dalam Pasal 1330 KUHPerdata, hal tertentu adalah objek dari perjanjian kerja 

tersebut para pihak sudah harus mengetahui dengan jelas dan benar objek dari 

perjanjian dan yang terakhir sebab yang halal yang berarti pekerjaan itu halal 

yang tidak bertentangan dengan aturan hukum serta norma kesusilaan dan 

ketertiban umum.3 

Kententuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja terdapat pada Pasal 52 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sebagai berikut:4 

“(1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar:  

a. kesepakatan kedua belah pihak;  

 
3 Ibid. 
4  Lihat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
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b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;  

c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan  

d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban 

umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang 

berlaku. 

 (2) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan 

dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan 

b dapat dibatalkan. 

 (3) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan 

dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan 

d batal demi hukum.” 

Definisi mengenai pekerja terdapat dalam Pasal 1 Ayat 3 UU Nomor 13 

Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, pekerja atau buruh adalah individu yang 

bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apa pun, kemudian 

pada Pasal 1 Ayat 4 UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pengusaha adalah 

orang perorangan, badan hukum, atau badan lain yang mempekerjakan pekerja 

dengan membayar upah atau memberikan kompensasi dengan berbagai cara. 

Kedua jenis hubungan ini bisa mengarah pada kesepakatan atau keterlibatan 

antara pekerja dan pengusaha.5 Berdasarkan Pasal 1 Ayat 14 UU 

Ketenagakerjaan, perjanjian kerja adalah kesepakatan antara pekerja/buruh 

dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan 

kewajiban para pihak. Berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan, 

 
5 Arif Fajri & Edith Ratna, “Aspek Hukum Non-Competition Clause dalam Perjanjian 

Kerja”, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.22 Nomor 3 Tahun 2022, 

http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article, hlm. 2-3. 

http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article
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perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis maupun lisan, dengan tetap mengacu 

pada Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian. 

Perjanjian kerja antara perusahaan dan pekerja menjadi landasan penting 

dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Salah satu klausul 

yang sering menjadi perdebatan dalam perjanjian kerja adalah Non-Competition 

Clause (NCC) atau yang dikenal dengan Klausul Non Kompetisi. Klausul ini 

mengatur bahwa karyawan setuju untuk tetap terikat dengan perusahaan dan 

tidak akan bekerja pada posisi yang sama atau berbeda di perusahaan pesaing, 

atau bahkan mendirikan usaha dalam bidang yang sama dalam jangka waktu 

tertentu setelah tanggal pemutusan hubungan kerja. Penerapan Non-Competition 

Clause terdiri dari dua bentuk, yaitu melalui perjanjian kerja dan surat 

pernyataan. Biasanya, Non-Competition Clause dalam perjanjian kerja tidak 

mencantumkan batasan waktu tertentu.6 

Disisi lain perusahaan memandang bahwa penerapan klausul ini sebagai 

cara perusahaan untuk melindungi rahasia perusahaan, terutama terkait dengan 

informasi rahasia, strategi bisnis, dan hubungan dengan klien yang mungkin 

dimiliki oleh pekerja. Namun dalam persfektif pekerja penerapan Non-

Competition Clause dapat dianggap merugikan pekerja, karena membatasi hak 

pekerja yaitu kebebasan mereka untuk mencari pekerjaan baru atau menjalankan 

usaha sendiri, yang pada akhirnya dapat melanggar Hak Asasi Manusia. 7 

 
6  Purnamasari, et.al., “The Conflict of Trade Secret Protection and Workers’ Rights in 

Non-Competition Clauses. SIGn Jurnal Hukum, Vol.5 Nomor 1 Tahun 2023, hlm. 174  Diakses 

melalui https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v5n1-13 pada 17 Agustus 2024. 
7 Lailatur Murod, et.al., 2022. “Konsekuensi Yuridis Yang Timbul Dari Perjanjian Kontrak 

Kerja Yang Memuat Non-Competition Clause”. Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum, hlm. 60 Diakses 

melalui https://yurijaya.unmerpas.ac.id/index.php/fakultas_hukum/article/view/69/28 pada 17 

Agustus 2024. 

https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v5n1-13%20pada%2017%20Agustus%202024
https://yurijaya.unmerpas.ac.id/index.php/fakultas_hukum/article/view/69/28
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Prinsip kebebasan berkontrak memungkinkan pihak-pihak untuk secara 

bebas merumuskan isi perjanjian tersebut. Perjanjian kerja dapat disusun dalam 

bentuk tertulis atau lisan, perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis haruslah 

memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta memerlukan 

kesepakatan dari kedua belah pihak yang membuat suatu perjanjian, kemudian 

isi dari sebuah perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, 

moralitas, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.8 

Adapun contoh perkara Non-Competition Clause di Indonesia adalah 

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2961 K/Pdt/2019.9 Penggugat PT 

Martina Berto adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang kosmetik dan 

produk herbal yang memiliki banyak macam produk, Menggugat  Tiara Pradyata 

Adikusumah yang merupakan mantan karyawan Penggugat bekerja semenjak 

Oktober 2011 sampai dengan mengundurkan diri pada 2 Desember 2014 yang 

efektif pada tanggal 31 Januari 2015, Penggugat dan Tergugat membuat 

Perjanjian Kerahasiaan Karyawan yang meliputi Ruang Lingkup Rahasia 

Perusahaan yaitu Seluruh Hak Kekayaan Intelektual Perusahaan (hak cipta, 

paten, merek, desain industri, rahasia dagang, indikasi geografis, desain tata 

letak sirkuit terpadu), penemuan, pengembangan dan inovasi-inovasi terbaik 

yang telah dipatenkan maupun yang belum dipatenkan. Maksud dibuatnya 

perjanjian ini bertujuan agar Tergugat tidak melakukan kompetisi secara 

langsung dengan Penggugat, dikarenakan Tergugat merupakan karyawan tetap 

Penggugat. Kemudian setelah Tergugat mengundurkan diri dari Perusahaan 

 
8 Herlien, B. Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia. Bandung: Citra Adtya 

Bakti. 2006, hlm. 44-45. 
9 Lihat Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2961 K/Pdt/2019. 
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Penggugat ditemukan adanya indikasi bahwa Tergugat ingin menyaingi usaha 

Penggugat dapat dilihat dari beberapa hal. Pertama, terdapat rentang waktu yang 

sangat singkat antara pengunduran diri Tergugat dari perusahaan Penggugat pada 

tanggal 2 Desember 2014 (efektif per 31 Januari 2015) dan pendirian PT Polka 

Jelita Indonesia pada bulan Februari 2015. Hal ini menunjukkan bahwa 

pembicaraan tentang pendirian usaha tersebut kemungkinan sudah dimulai 

sebelum Tergugat resmi keluar dari perusahaan Penggugat, padahal dalam 

perjanjian Tergugat diperbolehkan untuk berkompetisi secara langsung dengan 

Penggugat, namun dengan jangka waktu paling sedikit 2 (dua) tahun setelah 

Tergugat mengundurkan diri dari perusahaan Penggugat.  Kedua, dari semua 

pendiri PT Polka Jelita Indonesia, hanya Tergugat yang memiliki latar belakang 

di bidang kosmetik, yang memperkuat dugaan bahwa Tergugat berperan utama 

dalam pendirian usaha yang serupa dengan usaha Penggugat. Ketiga, Tergugat 

juga menyembunyikan fakta bahwa dirinya pernah bekerja pada Penggugat, 

yang dapat dilihat sebagai upaya untuk menutupi jejak persaingan. Terakhir, 

produk-produk yang dihasilkan oleh PT Polka Jelita Indonesia sebagian besar 

serupa dengan produk yang dihasilkan oleh Penggugat, yang menunjukkan 

adanya upaya untuk bersaing secara langsung dengan Penggugat. Oleh karena 

itu Penggugat menggugat Tergugat atas wanprestasi dalam perjanjian rahasia 

karyawan dan menuntut Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. 

Di Indonesia, penerapan Non-Competition Clause masih belum diatur 

secara spesifik dalam undang-undang ketenagakerjaan, sehingga sering kali 

menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam konteks perlindungan terhadap 

pekerja, ketentuan ini juga menimbulkan berbagai pertanyaan etis dan hukum, 
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seperti sejauh mana perusahaan dapat membatasi hak pekerja untuk mencari 

nafkah setelah hubungan kerja berakhir, serta bagaimana pengadilan di 

Indonesia menilai validitas dan keabsahan klausul tersebut dalam perselisihan 

ketenagakerjaan. 

Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang penelitian ini bertujuan 

untuk mengkaji penerapan Non-Competition Clause dalam perjanjian kerja di 

Indonesia dengan fokus pada aspek perlindungan hukum terhadap pekerja. 

Penelitian ini akan menelaah bagaimana Non-Competition Clause 

diimplementasikan dalam praktik, bagaimana pengaturan hukumnya di 

Indonesia, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja akibat dari 

penerapan klausul ini. Maka dari itu penulis akan membahasnya secara ilmiah 

dalam bentuk skripsi yang berjudul “Penerapan Non-Competition Clause 

dalam Perjanjian Kerja Ditinjau dari Aspek Perlindungan Hukum 

Terhadap Pekerja di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 2961 

K/Pdt/2019)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka ditemukan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan Non-Competition Clause 

berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2961 K/Pdt/2019? 

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja akibat dari pencantuman Non-

Competition Clause dalam perjanjian kerja? 
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C. Tujuan Penelitian 

     Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian dalam penulisan 

skripsi ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam penerapan 

Non-Competition Clause berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung 

Nomor 2961 K/Pdt/2019. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja 

akibat dari pencantuman Non-Competition Clause dalam perjanjian kerja. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari hasil penelitian dan 

penulisan skripsi ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan rujukan maupun bahan 

acuan mengenai pengembangan ilmu hukum, terkhususnya di bidang hukum 

perdata yang berkaitan dengan perlindungan bagi pekerja dari penerapan 

Non-Competition Clause dalam perjanjian kerja. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Pemberi Kerja (Perusahaan) 

Hasil dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi 

pemberi kerja dalam hal ini adalah perusahaan untuk mengetahui batasan-

batasan hukum dalam mencantumkan klausul Non-Competition Clause 

dalam perjanjian kerja serta diharapkan skripsi ini dapat menjadi rujukan 

untuk membuat perjanjian kerja yang adil tanpa mengesampingkan hak 

pekerja. 
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b) Bagi Pekerja 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi 

pekerja mengenai bagaimana klausul Non-Competition Clause dapat 

mempengaruhi kebebasan pekerja dalam mencari pekerjaan setelah 

berhenti bekerja, serta memberi pemahaman bagaimana perlindungan 

hukum bagi pekerja akibat dari pencantuman klausul tersebut dalam 

perjanjian kerja. 

c) Bagi DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) 

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi DPR 

dalam mempertimbangkan perlunya regulasi yang lebih jelas dan 

seimbang mengenai penerapan Non-Competition Clause. Hasil penelitian 

ini dapat menjadi masukan dalam proses perumusan atau revisi undang-

undang ketenagakerjaan agar lebih adil bagi para pihak. 

d) Bagi Kementrian Ketenagakerjaan 

Hasil dari penelitian serta penulisan skripsi ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan ketenagakerjaan 

yang lebih adil dan seimbang antara kepentingan perusahaan dan hak 

pekerja, sehingga kedepannya tidak ada lagi hak pekerja yang 

dikesampingkan untuk memenuhi kepentingan perusahaan. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

 Dalam penulisan skripsi ini, terdapat batasan penelitian agar pembahasan 

tidak melebar sehingga dapat keluar dari pokok permasalahan yang akan 

dibahas. Oleh karena itu penulis hanya memfokuskan kepada permasalahan 

terkait dengan penerapan Non-Competition Clause dalam perjaanjian kerja 

ditinjau dari aspek perlindungan hukum terhadap pekerja di Indonesia. 

 

F. Kerangka Teori 

Penelitian hukum adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjawab 

permasalahan hukum baik dari perspektif akademis maupun praktis, termasuk 

yang berkaitan dengan asas-asas hukum serta norma-norma hukum yang berlaku 

di masyarakat.10 Oleh sebab itu, dalam penelitian hukum dibutuhkan kerangka 

teori atau landasan teori sebagai elemen penting dalam melaksanakan penelitian. 

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Teori Perjanjian 

  Menurut Yahya Harahap perjanjian adalah suatu peristiwa dimana 

seseorang mengikatkan diri kepada orang lain atau dua orang tersebut saling 

berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu.11 Sedangkan menurut subekti, 

perjanjian adalah dimana pihak saling berjanji satu sama lain untuk 

melaksanakan suatu hal tertentu yang sudah disepakati.12 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata memberikan definisi perjanjian sesuai pada Pasal 1313 yaitu 

suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu 

 
10 Ali Zainuddin, Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 2009, hlm. 1 
11 Subekti, Hukum Perjanjian. Jakarta:Intermasa, 2010, hlm. 1 
12 M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, 1986, hlm 6 
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orang atau lebih. Adapun syarat sahnya suatu perjanjian terdapat pada Pasal 1320 

KUHPerdata: 

1) Kesepakatan yang mengikatkan diri 

2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian 

3) Suatu hal tertentu 

4) Suatu sebab yang halal 

  Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas penting, dalam 

penelitian ini hanya berfokus terhadap Asas Konsensualisme dan Asas 

Kebebasan Berkontrak yang bekaitan dengan objek yang diteliti. Asas 

Konsensualisme berarti perjanjian lahir saat adanya kesepakatan diantara para 

pihak, dengan adanya kesepakatan maka lahirlah hak dan kewajiban (prestasi) 

yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.13 Dalam perjanjian kerja sepakat 

artinya antara pihak pemberi kerja maupun pekerja telah menyetujui hak dan 

kewajiban masing-masing tanpa ada paksaan, kekhilafan maupun penipuan, 

mengenai kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. 

  Untuk membuat suatu perjanjian diberikan kebebasan yang luas kepada 

para pihak untuk membuat kesepakatan yang dapat memuat berbagai hal, 

selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban 

umum, dan kesusilaan. Hal ini berarti bahwa para pihak yang membuat 

perjanjian diperbolehkan merumuskan ketentuan-ketentuan hukum dalam 

perjanjian tersebut dan diizinkan untuk mengatur kepentingan mereka sendiri 

dalam perjanjian yang mereka buat.14 

 
13 Ahmad Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Depok: PT RajaGrafindo, 

2020, hlm 3 
14 Ibid. 



12 

 

 

  Asas yang memuat mengenai kebebasan dalam membuat perjanjian 

adalah asas kebebasan berkontrak, asas kebebasan berkontrak diartikan 

sebagai kebebasan bagi subjek hukum untuk memutuskan apakah akan 

membuat perjanjian atau tidak. Kebebasan ini mencakup hak untuk memilih 

dengan siapa perjanjian akan dibuat serta kebebasan untuk menentukan isi 

dan bentuk perjanjian tersebut. Dengan demikian, kebebasan ini berasal dari 

kebebasan individu untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Kebebasan 

berkontrak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata) dalam Pasal 1338 ayat (1) yang mana menyatakan “Semua 

persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya.”15 Walaupun subjek hukum diberikan kebebasan 

dalam menentukan isi perjanjian namun tetap ada pembatasan terhadap asas 

kebebasan berkontrak, apakah perjanjian yang dibuat bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai yang dianut dalam 

masyarakat, dengan demikian keberlakuan asas kebebasan berkontrak 

tidaklah mutlak.16 

  Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Konsensualisme merupakan 

landasan penting dalam menganalisis penerapan Non-Competition Clause 

dalam perjanjian kerja, seperti yang diuraikan dalam poin pertama pada 

rumusan masalah penelitian ini. Menurut Pasal 1338 KUHPerdata, setiap 

perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam konteks ini, Non-Competition 

 
15 Budhayati, C. T, 2009. Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Indonesia. 

Jurnal Ilmiah Pendidikan, Sejarah dan Sosial Budaya. hlm 234-236 Diakses melalui 

http://repository.uksw.edu/handle/123456789/39 pada 26 Agustus 2024. 
16 Ibid. 

http://repository.uksw.edu/handle/123456789/39
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Clause merupakan salah satu bentuk implementasi dari kebebasan 

berkontrak. Klausul ini memungkinkan para pihak untuk secara bebas 

menetapkan batasan-batasan tertentu terkait kompetisi atau persaingan 

setelah hubungan kerja berakhir, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat 

dalam perjanjian kerja. Oleh karena itu, penggunaan teori perjanjian dalam 

analisis ini bertujuan untuk memahami sejauh mana Non-Competition Clause 

dapat diterapkan dan diakui dalam perjanjian kerja di bawah ketentuan hukum 

yang berlaku di Indonesia. 

 

2. Teori Perlindungan Hukum 

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, negara 

hukum selalu berupaya menjalankan fungsi hukum untuk mewujudkan 

tujuan-tujuannya yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, salah 

satu implementasi cita hukum di Indonesia adalah dengan menerapkan 

keadilan terhadap perlindungan hukum ketenagakerjaan di Indonesia.17 

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum selalu berkaitan 

dengan kekuasaan. Terdapat dua jenis kekuasaan, yaitu kekuasaan pemerintah 

dan kekuasaan ekonomi. Dalam konteks kekuasaan pemerintah, 

permasalahan perlindungan hukum berkaitan dengan upaya melindungi 

rakyat yang diperintah dari tindakan pemerintah yang memerintah. Sementara 

itu, dalam konteks kekuasaan ekonomi, perlindungan hukum berfokus pada 

melindungi pihak yang lemah secara ekonomi dari pihak yang kuat, seperti 

 
17 Shaleh, A. I., & Trisnabilah, S, 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek 

Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis: Studi Merek Bossini. Journal of Judicial Review, 22(2), hlm. 

2 Diakses melalui https://doi.org/10.37253/jjr.v22i2.1494 pada 26 Agustus 2024. 

https://doi.org/10.37253/jjr.v22i2.1494
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perlindungan pekerja terhadap pengusaha.18 Oleh karena itu, perlindungan 

hukum tercantum dalam Pasal 28D angka 1 UUD 1945 yang menyatakan 

bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum, yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”  

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek 

hukum sesuai dengan ketentuan hukum, baik yang bersifat Preventif 

(pencegahan) maupun Represif (penegakan), dapat berupa aturan yang 

tertulis maupun tidak tertulis, dengan tujuan untuk menegakkan peraturan 

hukum.19 Konsep ini mencakup dua aspek, yaitu: 

a) Perlindungan Preventif 

Perlindungan preventif mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui 

penyediaan peraturan perundang-undangan yang jelas dan komprehensif. 

Melalui perlindungan preventif, hukum berfungsi sebagai panduan yang 

mengatur perilaku masyarakat dan institusi negara agar sesuai dengan 

norma-norma yang telah ditetapkan. 

b) Perlindungan Repressif 

Perlindungan represif penyelesaian dan penegakan hukum setelah terjadi 

sengketa. diwujudkan melalui proses peradilan yang adil, di mana individu 

atau kelompok yang dirugikan dapat mencari keadilan dan mendapatkan 

kompensasi atau pemulihan atas kerugian yang dialami.  

 
18 Parinduri, A. S, 2019. Perlindungan hukum bagi tenaga kerja dalam perjanjian kerja 

outsourcing. Restitusi: Jurnal Mahasiswa Ilmu Hukum, hlm. 84-85 Diakses melalui 

https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/restitusi/article/viewFile/3044/2785 pada 26 Agustus 2024. 
19 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2009, 

hlm. 38. 

https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/restitusi/article/viewFile/3044/2785
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Dalam hukum perdata, perlindungan hukum berfungsi untuk 

memastikan bahwa kontrak dan perjanjian antara pihak-pihak 

dilaksanakan secara adil, sama halnya dengan perjanjian kerja yang mana 

dalam perjanjian kerja hak pekerja tidak boleh dibatasi, walaupun 

terkadang kedudukan pekerja dan pemberi kerja tidak seimbang. Dalam 

penelitian ini teori perlindungan hukum dapat menjadi landasan untuk 

menjawab rumusan permasalahan kedua yaitu bagaimana perlindungan 

hukum bagi pekerja akibat dari pencantuman Non-Competition Clause 

dalam perjanjian kerja. 

 

3. Teori Perlindungan Ketenagakerjaan 

      Kedudukan pekerja dapat ditinjau dari dua aspek yaitu aspek yuridis dan 

aspek sosial ekonomis, berdasarkan aspek sosial ekonomis pekerja 

membutuhkan perlindungan hukum yang dijamin oleh negara agar tidak 

adanya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemberi kerja. 

Secara yuridis kedudukan pekerja dan pemberi kerja sama, sesuai dengan 

ketentuan Pasal 27 UUD 1945. Namun, realitanya jika ditinjau dari aspek 

sosial ekonomis kedudukan antara pekerja dan pemberi kerja tidaklah sama, 

seringkali pekerja hanya dianggap sebagai objek dalam hubungan kerja yang 

hanya berfungsi menunjang kelangsungan perusahaan.20 

    Kedudukan pekerja tidaklah bebas, sebagai orang yang menggantungkan 

hidupnya kepada pemberi kerja terkadang pekerja tidak mempunyai pilihan 

 
20 Humalatua Padamean Radjagukguk, Peran Serta Pekerja dalam Pengelolaan 

Perusahaan (Co determination), Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2002, hlm 3. 
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untuk menentukan syarat-syarat dalam perjanjian kerja.21 Mengingat 

kedudukan pekerja yang lebih rendah tersebut maka perlu adanya campur 

tangan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukumnya. Perlindungan 

Hukum bagi pekerja sangat dibutuhkan mengingat kedudukannya yang 

kurang seimbang seperti yang dikemukakan oleh Zainal Asikin.22 

“Perlindungan hukum dari kekuasaan majikan terlaksana apabila 

peraturan perundang-undangan dalam bidang perburuhan yang 

mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam 

perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak 

karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi 

diukur secara sosiologis dan filosofis.” 

 

   Hak atas pekerjaan adalah topik yang penting untuk dibahas dalam 

konteks pengembangan ketenagakerjaan di Indonesia, pengakuan dan 

perlindungan terhadap pekerja merupakan salah satu perinsip keadilan dalam 

hukum ketenagakerjaan. Dalam hal ini keadilan menuntut agar semua pekerja 

diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing, baik itu hak sebagai 

manusia ataupun hak sebagai pekerja, hak tersebut tidak boleh 

dikesampingkan.23 

  Secara normatif hukum ketenagakerjaan haruslah mencerminkan jaminan 

terhadap hak konstitusional pekerja, hak konstitusional pekerja adalah 

kewajiban bagi negara untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja 

sebagaimana yang terdapat dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 yaitu 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.24 

 
21 Devi Rahayu, Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan, Surabaya: Scopindo Media Pustaka. 

2019, hlm 12-14. 
22 Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1993, 

hlm 5. 
23 Aries Harianto, Problematiks Hukum Ketenagakerjaan, Malang: Media Nusa Creative. 

2021, hlm 209-210. 
24 Ibid. 
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Perlindungan ini dapat diimplementasikan melalui perjanjian kerja antara 

pemberi kerja dan pekerja. Perjanjian kerja harus dapat mengakomodasi 

keinginan dari kedua belah pihak, yang mencakup semua aspek hubungan 

kerja, memiliki kepastian hukum, dan berorientasi pada keadilan, meskipun 

secara sosiologis hubungan antara pekerja dan pemberi kerja tidak 

sepenuhnya setara. 

 

G. Metode Penelitian 

 Untuk melakukan suatu penelitian ilmiah diperlukan suatu metode sebagai 

pisau analisis, metode berarti tahapan untuk dilakukannya penelitian guna 

mencapai tujuan memahami suatu permasalahan. Untuk melakukan penelitian 

hukum tentu diperlukan menggunakan metode hukum yang digunakan untuk 

memahami permasalahan dibidang hukum.25 Adapun metode penelitian yang 

digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu: 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian 

hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan pendekatan yang 

berfokus pada studi terhadap bahan-bahan kepustakaan yang relevan. Melalui 

metode ini, penelitian dilakukan dengan mendalami berbagai sumber 

literatur, termasuk buku-buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan 

yang masih berlaku dan belum diganti atau dicabut dalam wilayah hukum 

Indonesia, pandangan para ahli, serta dokumen lain yang berkaitan dengan 

topik yang diteliti. Penelitian ini juga akan menggali berbagai pandangan dan 

 
25 Efendi, J., Ibrahim, J., & Rijadi, P. Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. 

Jakarta: Prenadamedia Group. 2016, hlm. 4. 
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interpretasi dari para ahli hukum, guna mendapatkan pemahaman yang 

komprehensif tentang isu-isu hukum yang menjadi fokus kajian. Akan 

menelaah secara mendalam berbagai aspek terkait yang diuraikan secara 

tertulis, termasuk bagaimana teori dan norma hukum diterapkan dalam 

konteks yang diteliti.26 

 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian (research approach) adalah strategi dan 

metode yang digunakan untuk mengembangkan keputusan dari sebuah asumsi 

umum, sehingga metode pengumpulan dan analisis data dapat dilakukan secara 

menyeluruh dan optimal.27 Dalam penelitian ini menggunakan tiga metode 

pendekatan, yaitu: 

a) Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) 

Penulis dalam menganalisis penelitian mengutamakan menggunakan 

peraturan perundang-undangan maupun regulasi yang berkaitan dengan isu 

hukum yang sedang diteliti, dalam hal ini penulis menggunakan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta peraturan hukum 

perdata sebagai acuan dalam memahami bagaimana Penerapan Non-

Competition Clause dalam perjanjian kerja. 

b) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan Konseptual dalam penelitian hukum adalah metode yang 

berfokus pada analisis mendalam terhadap permasalahan dengan memadukan 

 
26 Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat. 

Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003, hlm. 13. 
27 Armia, M. S. Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum. Aceh: Lembaga 

Kajian Konstitusi Indoneisa. 2022, hlm. 2. 
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konsep-konsep hukum untuk memahami dan menjelaskan makna, ruang 

lingkup, serta aplikasinya dalam konteks tertentu. Pendekatan ini bertujuan 

untuk mengkaji secara teoritis dan filosofis konsep-konsep penting dalam 

hukum, seperti keadilan, hak, kewajiban, dan kebebasan. 28 

c) Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Penulis menggunakan pendekatan kasus dalam bentuk putusan untuk 

menganalisa permasalahan hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti 

yaitu Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2961 K/Pdt/2019. 

 

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum 

 Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

diambil dari data sekunder. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh 

dari bahan pustaka. Untuk menyelesaikan masalah hukum secara preskriptif, 

diperlukan sumber-sumber hukum yang dibagi menjadi tiga kategori, yaitu 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu: 

a. Bahan hukum primer 

1)  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 

No. 23); 

3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 

 
28 Ani Purwati. Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek. Surabaya: Jakad Media 

Publishing. 2020, hlm 16-17. 

. 
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4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4044); 

5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 

6) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2961 K/Pdt/2019. 

b. Bahan hukum sekunder 

  Bahan hukum primer didukung dengan adanya bahan hukum sekunder yang 

mencakup literatur hukum seperti buku-buku, tulisan ilmiah atau artikel yang 

relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder ini berfungsi untuk 

memberikan konteks, analisis, dan penjelasan yang lebih mendalam 

mengenai aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam bahan 

hukum primer.29  

c. Bahan hukum tersier 

    Bahan hukum tersier adalah sumber penelitian yang berfungsi untuk 

memberikan panduan atau informasi tambahan terkait bahan hukum primer 

dan sekunder. Bahan hukum tersier mencakup berbagai referensi seperti 

ensiklopedia, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta 

sumber-sumber lain yang diperoleh dari media internet yang relevan. Bahan 

hukum tersier berperan penting dalam membantu peneliti untuk memahami 

dan menjelaskan konsep hukum yang lebih kompleks, serta mempermudah 

 
29 Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006, 

hlm.13. 
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memperoleh informasi yang dapat mendukung analisis hukum yang 

dilakukan.30 

 

4. Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum 

 Teknik dan metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini 

melibatkan penggunaan data sekunder melalui studi kepustakaan, dengan 

menelusuri bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Proses ini meliputi 

pengumpulan, pemahaman, serta analisis terhadap masalah yang dibahas dalam 

penelitian. Penyusunan bahan hukum dilakukan melalui kajian terhadap buku-

buku, peraturan perundang-undangan, dan jurnal hukum. Tujuan utamanya 

adalah untuk mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis sumber-sumber 

hukum yang mendukung penulisan skripsi ini. Studi kepustakaan dilakukan 

dengan mengidentifikasi bahan hukum sekunder, seperti peraturan perundang-

undangan, buku, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. 

 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

  Penulis menggunakan teknik perskriptif dengan analisis data kualitatif pada 

penelitian ini. Teknik analisis data kualitatif adalah metode analisis perskriptif 

yang digunakan untuk menguraikan bahan-bahan hukum yang telah 

diimplementasikan. Dengan menggunakan teknik analisis kualitatif 

memungkinkan peneliti untuk menguraikan dan menjelaskan secara 

 
30 Ibid. 
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komprehensif bagaimana hukum dipahami dan diterapkan dalam permasalahan 

tertentu.31 

 

6. Teknik Pengambilan Kesimpulan 

 Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode 

teknik induktif, kesimpulan diambil dari premis-premis yang bersifat khusus 

untuk memperoleh kesimpulan yang lebih umum. Penggunaan teknik induktif 

dapat memecahkan masalah dengan memberikan pendekatan yang sistematis 

dan terstruktur serta merincikan informasi yang menghubungkan sebab akibat 

sehingga dapat menarik kesimpulan secara logis dari premis-premis yang ada.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 David Tan 2021. Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam 

menyelenggarakan penelitian hukum. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol8 Nomor 8, 

hlm. 2473-2474 Diakses https://core.ac.uk/download/pdf/490668614.pdf pada 28 Agustus 2024. 
32  Khanifah, N., Kamilah, I. F., & Faizin, M. 2024. Teknik Berpikir Tingkat Tinggi Melalui 

Logika Induktif dan Deduktif Persfektif Aristoteles. Jurnal Genta Mulia, Vo15 Nomor, hlm. 131-

145 Diakses https://ejournal.uncm.ac.id/index.php/gm/article/download/831/597 pada 28 Agustus 

2024. 

https://core.ac.uk/download/pdf/490668614.pdf
https://ejournal.uncm.ac.id/index.php/gm/article/download/831/597
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